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Abstak
Setiap manusia memiliki hak untuk hidup berkeluarga dengan cara melangsungkan
penikahan sesuai dengan Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, keabsahan
perkawinan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi dilemantis,
bila dilakukan oleh calon mempelai yamg berbeda agama, karena Undang-undang
perkawinan tidak mengatur secara te% perihal perkawinan beda agama , hal ini sekaligus
menunjukaébahwa kurangnya aspek Hak Asasi Manusia dalam pengaturan beda agama Di
Indonesia. Tujuan dari Penelitian ini adalah memberikan analisis tentang pengaturan hak atas

perkawinan beda agama dalam prespektit HAM

Kata kunci: Beda Agama, Perkawinan, Hak Asassi Manusia.

?PENDAHULUAN
A. Latar Beakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, saling
berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling mencitai dan berlanjut pada keinginan
hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dalam ikatan sebuah perkawinan.

Bangsa Indonesia dengan kebhinekaanya berdampak terhadapp ruralitas dalam segala
aspekkehidupannya termasuk dalam bidang perkawinan, hal tersebut disebabkan begitu
kentalnya pengaruh budaya serta ada-istiadat apalagi agama yang menjadi keyakinan
masyarakat, namun harus diiakui bahwa peran agama/aliran kepercayaan merupakan factor
yang paligng dominan dalam mempengaruhi hukum prerkawinan. Dan setiap keyakinan atau
agama memiliki ketentuan tersendiri sebagai ciri khas, apalagi ritual perkawinan setiap daerah
mempunyai kekhususan masing-masing, karena mengandung nilai dan filosofi adat dan
kebiasaan masing-masigng.

Sebelum lahirnya UU No.1 Th 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam
Regeiling OpDe Gemenggde Huweeliijk, Stablat Nomer 158-1989 atau biasa disebut GHR,




kawin beda agama masuk dalam kategori perkawinan campuran, hal tersebut didasarkan pada
Ps.1 G.H.R dengan definisi suatu pea'kahan yang dilangsungkan oleh dua insan yang sedang
berada di Indonesia namun kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
tunduk terhadap hukum yang tidak sama atau berlainan. Sehingga dari Pasal. tersebut, dapat
ditarik sebuah definisi bahwa suatu perkawinan tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat
perbedaan perlakuan serta ketentuan hukumnya, antara lain beda agama, beda gollongan, beda
draerah, beda suku atau budaya dan juga beda kewargannegaraann.'

Sudah menjadi harapan bersama dengan terbitnya UU Perkawinan dianggap sebagai
jawaban atas keperluaan pengaturan hukum perkawinnan secara nasional . Bahwa harus disadari
juga sulit bagi UU Perkawinan untk dapat menmaoung danmengakomoodir keeseluruhan aspek
yanng tekaitp erkawinaan.? Sehingga pembashan Kawin Beda Agama hingga saat ini selalu
fenomena dan polemic tersendiri di masyarakat, hal tersebut disebabkan karena pengertian
perkawinan campuran tidak lagi mengakomidr kawin beda agama trmasuk didalamnya.

Legalitas suatu perkawinan apabila merujuk pada aturan UU Perkawinan sebagaimana
tersbut pada Ps.2, bahwa suatu perkawinan dapat dianggap sah, setelah memenuhui ketentuan
dari peraturan agama atau kepercayaan masing-masing orang yang akan melaksanakannya.
Maka berdasarkan pasal tersebut beserta penjelasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa
senyatanya suatu perkaiwan tidak akan mungkin terjadi apabila melanggar ajaran atau
ketentuan hokum agama yang dianutnya.

Apabila pemaknaan Ps.2 UU Perkawinan, ketentuan hukum agama dijadikan sebagai
tolak ukur keabsaan perkawinan, maka sangat tidak tidak dimungkinkan terlaksanannya
perkawinan beda agama, karena pada prisipnya setiap agama akan selalu melindungi dan
mejaga eksistensi serta kwantitas penganutnya, maka Pasal tersebut menjadi ganjalan bagi
pelaksannan Kawin Beda Agama® Disamping itu Kawin Beda Agamas udah tidak termasuk
dari bagian perkawinanc ampuran karena Ps.57 UU Perkawinan sudah membata si maksud dari
perkaiwanan campuran hanya bagi mereka yang memiliki perbedaan kewarga negaraan.

Sedangkan yang dimaksudken pada Psl.66 UU Perkawinann, maka denga ntelah

belakunya UU Perkawinan, selanjutnya secarate gas harus dinyatakans egala ketentuan atau
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pengatuuran perkawinnan yang sebelumnya menggunakan atau tunduk pada GHR, HOOCI
maupun KUH Perdata tidak berlaku lagi dengan keberadaaan UU Perkawinan. Dengan tdak
dicantumkamnya lagi kawin beda agama dalam jenis perkawinanc ampuran, makas
esungguhnya tlah terjadi kekosongan hukum (recht Vacuum) padaUU Perkawinaan.

Pesatnya perkembangan informasi secara tidak langsung berdampak pada
meningkatnya wawasan serta peradaban manusia, sehingga masyrakat sudah mulai terbiasa
menerima dan memahami adanya perbedaan dan juga bertambah wawasannya perihal nilai hak-
hak dasar manusia yang universal, Untuk mengakomodir hak dasar manusia tersebut diperlukan
sebuah istrumen hukum sebagai pedoman untuk menegak Hak asasimanusia, maka lahirlah UU
No0.39 Th1999 Tentang HAM, yang mana dalam memuat 11BAB dan 106Pasal. Kelahiran UU
disambut dengan suka cita, karena UU HAM adalah salah satu instrument hukum penegakan
HAM di Indonesia, selain itu keberadaan UU HAM merupakan bentuk pengakuan Negara
secara konstitusional. Dan guna mendukung terwujudnya kesadaran kolektif atas eksistensi
berkesinambungan serta bentuk-bentuk pelindungan HAM, maka seyogyanya pemerintah
harus selalu komitmen dalam setiap pembuatan regulasi akan mengakomodir serta
mengedepankan isu-isu HAM, termasuk dalam setiap pengambilan kebijakannya.

Harus diakui setelah era reformasi diskusi dan perbincangan dalam ruang public perihal
isu HAM sangat marak dan gencar dilakukan, bahkan pemerintah ikut menfasilitasi serta
mensuport kegiatan, hal tersebut membuktikan betapa seriusnyapemerintah dalammenjamin
serta perlindungan HAM dilndonesia. Namun dalam beberapa hal bererkait dengan
Implementasi HAM selalu timbul diskursus dan perdebatan, salah satunya hak dasar dari setiap
manusia untuk menjalani kehidupan bersama pasanganya dalam ikatan perkawianan, meskipun
terdapat perbedaan keyakinan agama atau aliran kepercayaan.

Penafsiran beberapa pihak berdasarkan Ps.2 UU Perkawinan sebagai bentuk larangan
atau ketidak bolehan bagi orang berlainan agama melakukan pernikahan, harus dikritisi. karena
setiap orang lahir kedunia langsung membawa martabatnya begitupun ketika manusia dewasa
atas dasara cinta nan tulus dan kehendak bebas untuk memilih atau menjalin hubungann dengan
orang yang dicintainya secara merdeka. Namun pada kenyataannya, justru UU Perkawinan
telah malakukaan pmebatasan. Senyatanya Indonesia adalah negara berlandaskan hukum,
bukan negara teokrasi yang menganut agama tertentu sebagai dasar negara, dan bukan pula

negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai luhur agama, maka dalam pembentukan hukum




national pemerintah dan wakilrakjat berkewajiban penuh ketika membuat peraturan atau
kebijakan dengan tetap memberikan jaminan pemenuhan hak dasar serta pengakuan dan
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari sini nampak adanyhproblematika hukum berupa kekosongan hukum (recht
vaccum) dalam pengaturan kawin beda agama, karena dalam UU Perkawinan sama sekali tidak
melakukan mengatur secara eksplisit tentang pelaksanaan Kawin Beda Agama, padahal
sebelumnya diatur dengan jelas dalam G .H.R. Adapun UU No.39 Tahun1999 tentangHAM
memiliki konsep bahwa perkawinan adalah hak dasar lahiriyah yang dimiliki orang dewasa,
sehingga dalam pelaksanaanya harus atas kehendak sendiri dan bebas tanpa adanya intervensi
darj_pihak manapun yang dapat menguranngi atau menghilangkan hak tersebut.

B. Rumusan Masalah
ﬁagaimana pengaturan Perkawin Beda Agama di Indonesia dalam perspektif HAM?
C. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat
Normative, yakni sebuah penelitian yang bahan didapat dari study kepustakaan, selanjutnya
mengemukaan problem hukum yang terjadi di masyarakat guna dianalisa menggunakan toeori
serta intrepetasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta beberapa bahan referensi

lainnya

II. PEMBAHASAN.
D. Pandangan Hukum Positive terhadap Perkawinan Beda Agama

1. Pengertian Perkawainan

Diantara berbagai mancam keinginan dan tujuan hidup manusia, salah satunya adalah
memiliki pasangan hidup dan membina keluarga bahagia sesuai kehendaknya melalui lemﬁlga
perkawinan. Perkawinan atau pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan
menimbulkan akibat hukum lainnya baik berbentuk hak maupun kewajiw Dan definisi
perkawinan menurut UU Perkawinan sebagaimana maksud Ps.1 ialah sebuah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan
membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan melalui
perkawinan dalam rangka ketaatan terhadap tuhan. Adapun definsi lainya dari perkawinan,

yakni menurut pendapat Wiryono Projodikoro perkawinan merupakan komitmen bersama




antara kedua calon mempelai pria dan wanita, guna membentuk keluarga dengan memenuhi
segala persyaratan serta aturan lainnya tentang perkawinan yang berlau di Indonesia.*

2. Syarat Sah Perkawinan

Pengakuan negara terhadap perkawinan dengan bentuk pernyataan SAH, dan untuk
memperoleh pengakuan tersebut UU Perkawinan, mempersyaratkan sebuah perkawinan harus
telah memenuhi ketentuan dan aturan masing-masing agama atau aliran kepercayaan, serta
harus dicatatkan kepada petugas pencatat perkawinan, dan hanya perkawinan sah yang akan
mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari negara.

Bahwa berdasarkan Ps.2 ayat(l) dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa pada
prinsipnya, hukum agama sangat menentukan terhadap sah atau tidaknya sebuah perkawinan,
dan tidak dimungkinkan sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa memperhatikan hukum
agama. Adapaun maksud dari “hukum masiongmasing agama serta aliran kepercayaan adalah
segala aturan atau ketentuan yang berlaku dalam hukum agama dan kepercayaan dapat
dijadikan sebagai syarat dan perdoman perlaksanaan perkawinan, namun harus sesuai dengan
aturan yang ada,

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa selama aturan hukum
agama dan aliran kepercayaan menyatakan sah, maka negara mengakui perkawinan tersebut,
sehingga landasan keabsahan suatu perkawinan bersumber pada hukum agama.

3. Pengaturan Kawin Beda Agama di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah kemerdekaannya, administrasi tentang perkawinan Indonesia masih mewarisi
system pencatatan yang diberlakukan pada massa kolonial, sebagai buktikan adanya Pencatatan
Sipil (BurgerliijkStand) guna mencatat perkawinan bagi orang Eropa, timur asing dan
perkawinan berdasarkan GHR dan HOCI. Begitu juga dengan Kawin Beda Agama, sebelum
adanya UU Perkawinan, kawin beda agama masuk dalam jenis perkawian campuran sehingga
tunduk pada ketentuan dan aturan G.H.R, sedangkan pengertian perkawianan campuran
menurut G.H.R adalah sebuah perkawinan yang dilangsunkan oleh orang yang berada di
Indonesia, namun antara keduanya tidak tunduk pada hukum yang sama karena ada perbedaan
diantaranya disebabkan beda suku bangsa, beda adat istiaadat, termasuk beda keyakinan
beragama, karena pada prinsipnya G.H R tidak mempermaslaahkan perbedaan tersebut serta

tidak menghalangi pelaksanaan perkawinan, asalkan salah satu pihak menundukan diri pada

4 Wijono Projodikoro, 1960, Hukum Peerkawinan Di Indonnesia, Sumur Bandung, Jakarta, h.7




ketentuan hukum pihak lainnya 3

Terkait dengan masalah Kawin Beda Agama, apabila dicermati secara seksama
senyatanya UU Perkawinan beserta peraturan dan regulasi lainnya sebagai pelaksanan atas
undang-undang tersebut, tidak ditemukan sebuah norma atau pasal yang membahas tersendiri
perihal Kawin Beda Agama. Adapun maksud Ps.2 UU Perkawinan hanya membahas perihal
keabsahan sebuah perkawinan yang harus merujuk pada hukum agama, dan dalam pasal
tersebut tidak ada norma larangan atas pelaksanaan sebuah perkawinan. Sedangkan Ps.57 UU
Perkawinan merupakan pembatasan makna dari perkawinan campuran hanya sebatas
perbeadaan kewarga negaraan saja.

Sedangkan menurut Ps.66 UU Perkawinan, Pasal. tersebut menyatakan ketentuan-
ketentuan sebelumya yang menjadi aturan serta pedoman dalam melaksanakan perkawinan
sudah tidak dapat diberlakukan lagi. maka G.H.R dan HOCI, tidak berlaku. Untuk menyikapi
kondisi yang demikan beberapa ahli hukum bersepakat dengan menyatakan terdapat
kekosongan hukum (recht vacunt) tentang pengaturan Kawin Beda Agama di Indonesia. (Sri
Wahyuni, 1974)

Pemahaman terhadap Perkawianan Beda Agama berdasarkan UU Perkawinan, terdapat
tiga tafsiran yang berbeda °.

1. Pelarangan Kawin Beda Agama, dengan dasar Ps.2 UU Perkawinan, dan pelaksanaan
kawin beda agama adalah bentuk pelanggaran terhadap UU Perkawinan.

2. Kawin beda agama % erbolehkan, hal tersebut berdasarkan intrepertasi Ps.57 UU
Perkawinan, dengan menitik beratkan pada redaksi “duaorang yang di Indoneisa
tunduk pada hukum yangberlainan”, frasa hukum yang berlainan dapat dimaknai pula
dengan hukum antara orang yang berbeda agama, meskipun kalimat lanjutan pada
Pasal tersebut menerangkan perbedaan kewarganegaraan.

3. Kawin beda agama dibolehkan, karena UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur
hal tersebut, untuk menghindari kekosongan hukum, maka pengaturan pelaksanaan
Kawin Beda Agama bisa merujuk kembali kepada aturan yang lama yakni GHR,
meskipun harus menyimpangi maksud dalam Ps. 66 UU Perkawinan.

Dari ketiga penafsairan diatas, apabila dicermati tenyata pemicu utama adalah UU

5 Soi minSoedaryo, HukumQrangdanKeluarga, (Jakarta:SinarGrafika ,2001), hal .93
o HafizAnshary, ProblematikaHukumislamKontemporer, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1996), hal.18




Perkawinan sebagai hukum nasional tidak tegas terhadap pelaksanaan Kawin Beda Agama,
sehingga ahli hukum dan para pelaksana pencatatan perkawinan yang menghadapi langsung
dan mengetahui fenomena di masyarakat yang melakukan kawin beda agama, mencoba
menafsirkan pasal tersebut sesuai situasi dan pemahaman masing-masing.

Indonesia adalah negara berlandaskan hukum, sesuai coraknya dapat dikatakan
sebagai negara dengan system hokum perismatik, yaitu sebuah system yang memungkinkan
untuk mengadopsi system aturan hukum dari negara lain yang dianggap baik dan dapat
diterapkan dalam kehidupan berbangsa, ciri lainnya adalah mengkompirasikan aturan hukum
dari negara lain kedalam system hukum Indonesia dengan penyesuaian menurut keadaan
kehidupan berbangsa. Adapun yang prinsip dasar dari negara prismatik ialah menjadikan
pancasila sebagai dasar Negara dengan pertimbangan :

a) Keadaan sosiologis yang membedakan dengan negara lainnya, sehingga system hukum
Indonesia nﬁlpunyai kekhasan tersendiri.

b) Pluralisme masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam ras, suku bangsa dan
agama..

Dan merupakan salah satu ciri dari negara hukum, yakni pengaturan seluruh aspek
kehidupan rakyat harus berdasarkan hukum dan begitu juga kebijakan pemerintah harus
berlandaskan hukum, salah satunya adalah mengenai fenomena Kawin Beda Agama, karena
pada dasarnya pasangan yang menikah beda agama sebagai warga negara atau orang yang
tunduk pada hukum negara, sehingga mempunyai kedudukan serta persamaan didepan hokum,
dan yang diharapkan oleh mereka adalah pengakuan dan legalitas atas keabsahan perkawinan
meraka oleh Negara.

Dalam menyikapi suatu regulasi atau peraturan hukum, dapat dipastikan akan terdapat
multi intrepertasi terhadap pemaknaan Ps., termasuk juga terhadap pelaksanaan Kawin Beda
Agama Indonesia. Karena pada dasarnya pembentukan peraturan harus dinamis dan mengikuti
perkembangan zaman dan kondisi sebuah negara. Namun demikian harus diupayakan oleh
negara untuk membuat peraturan yang bersifat menyeluruh bagi warga negara demi terciptanya
keadilan bagi seluruh rakyat indonesia dan kepastian hukum, termasuk dalamnya pelaksanaan
Kawin Beda Agama, karena memang fenomena Kawin Beda Agamaakan selalu muncul di
masyarakat.

E.Pandangan HAM terhadap Perkawinan BedaAgama.




Manusia diciptakan tuhan penuh dengan kemuliyaan, sehingga setiap orang yang lahir
sudah membawa martabatnya, adapun pengertian HAM tidak bisa lepas konsep hak itu sendiri,
karena pada dasarnya hak adalah pedoman prilaku yang melekat pada diri manusia karena
martabatnya, hak adalah jaminan kepada manusia guna menjaga kehormatan serta martabatnya
sebagai manusia. Adapun sebuah hak terdapat beberapa unsure yang melekat bagi pemilik hak,
begitu juga dengan penerapannya atas hak tersebut.

Terdapat dua theory, yang biasa dikaitkan dengan cara pemerolehan hak yakni :

a. Menurut theory McClooskey senyatanya pemberian sebuah hak kepada seseorang
adalah guna dimiliki, dinikmati dan melakukan sesuatu.

b. Theory Joel Feinnberg menyataka hak merupakan ganjaran yng akan timbul dari
pemenuhan atas suatu kewajiban. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara hak dan
kewajiban merupakan dua sisi mata uang selalu berkaitan dan tak terpisahkan.(Basarah,
2014)

Atas dasar pengertian dan rumasan HAM sebagaimana tersebut diatas dapat
disimpulkan, HAM mempunyai ciri-ciri diantaranya adalah :

—  H.AM sesuatu yang bersfiat qodrati diperloleh sejak lahir didunia dan akan selalu
melekat pada diri manusia, sehiangga H.A.M. tidak diperjual belikan atau saling
mewarisi.

— H.AM dapat diberlakukan kepada semua manusia tanpa terkecuali, bukan
diskriminasi hanya dikarenakan perbedaan pandangan politik, suku, ras, bangsa atau
keyakinan beragama.

—  H.AM. merupakan kebebasan individu tanpa adanya tekanan dari pihak lain, dan
tidak diperbolehakan melakukan pelanggaran dan pembatasan terhadap hak dasar
seseorang (Basarah, 2014)

Sejak Amandemen UU Dasar 1945, selanjutnya HAM mendapat prioritas sehingga
dimuat pada konstitusi negara yaitu UUD dengan BAB tersendiri. Pada hakekatnya landasan
Hukum HAM di Indoensia telah kuat secara konstituonal, karena sebelumnya telah didahului
dengan dikeluarkannya TAP.MPR NomerXVII/MPR/1998 tentangHAM kemudian diperkuat
dengan UUD 1945, selanjutnya secara eksplisit nilai-nilai luhur H.A .M. diatur tersendiri dalam
sebuah peraturan perundangang-undangan yakni UU No0.39 Tahunl999 tentang
H.A M .(Dardiri etal., 2013)




Dalam Ps.1 angka (1) UU H.A.M, dimaksudkan sebagai rangkaian hak dasar yang
lahir dan selalu melekat pada diri seorang manusia dengan sendirinya, hak asasi bersifat kodrati
sebagai makhluk ciptaan tuhan yang mulia manusia lahir ke dunia dengan membawa hak
bermatabat, dan peran negara sebagai sebagai pelindung dan pemjamin terhadap hak-hak dassar
tersebut, sehingga setiap orang akan selalu merasa terhormat dan bermartabat menjadi warga
negara Indonesia. Pada awalnya spirit pembentukan UU H.A.M adalah guna menyelesaikan
kasus penggaran HAM masa lalu, meskipun demikian aturan pasal yang terdapat dalam
undang-undang tersebut tetap berpedoman dan menjiwai dari nilai-nilai luhur pada deklarasi
HAM di PBB, namun dalam upaya pembentukan hukum nasional nilai-nilai luhur H.A M telah
disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan bangsa dengan tujuan perlindungan dan
penegakan HAM untuk manusia Indonesia seutuhnya.

Melangsungkan perkawinan merupakan bagian dari hak dasar manusia, dan konstitusi
mengamanatkan dalam Ps.28 UUD dinyatakan dengan tegas setiap orang mempunyai
kedudukan dan kesetaraan dihadapan hukum secara sama, dan hak dasar membentuk keluarga
melalui lembaga perkwainan syah. Dan guna pemenuhan serta pengaturan hak tersebut maka
disitulah peran dari UU Perkawinan sebagai regulasi. Oleh karena perkawinan merupakan hak
dasar maka jaminan serta perlindungannya juga diatur dalam UU H.A M, berdasarkan Ps.2 dan
Ps.10 UU H.A M dinyatakan bahwa suatu perkawinan harus dilandasi dengan kehendak bebas
tanpa diskriminasi, dilain itu juga harus mengikuti dan memenuhi persyaratan yang telah diatur
oleh peraturan perundagna-undaangan.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, jaminan terhadap terpenuhinya
dan perlindungan harus dijadikan prinsip dalam penegakan hukum hak asasi manusia. Ps.3
ayat(3) UU HAM merupakan bukti kongkrit dan komitmen dari negara guna memberikan
jaminan perlindungan atas terselengaranya HAM bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa
adanya diskriminasi, pada hakikatnya setiap orang manusia karena martabatnya mempunyai
hak yang sama dihadapan hukum (equalty before thelaw).

Sedangkan apabila merujuk pada Ps.l angka(3) UU H.AM, yang dimaksudkan
sebagai tindakan diskriminasi ialah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sengaja
dalam bentuk pelecehan, perundungan dan membeda-bedakan perlakuan terhadap orang
berdasarkan latar belakang ekonomi pilihan politik, gender, perbedaaan agama dan keyakinan,

yang kesemua tindakan tersebut berakibat pada penghapusan atau pengurangan hak dasar warga




negara. Dan apabila pemerintah, pejabat mengetahui, melihat adanya tindakan diskriminasi
terhadap kelompok atau golongan, sikap pembiaran tersebut termasuk pelanggaran H.A M.

Bentuk kongkrit kesungguhan dan komitmen negara terhadap penegakan serta
penjaminan hak-hak dasar warga negara yakni melakukaa pengawasan serta evaluasi terhadap
implemntasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh peyelenggara negara, apakah telah sesuai
dengan maksud dan tujuan nilai-nilai fundamental hak asasi manusia itu sendiri, selain itu perlu
juga didorong bagi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk peraturam perundang-undangan
untuk selalu mengakomodir aspek hukum HAM dalam setiap regulasi dan kebijakan yang di
ambil oleh pemerintah, apalagi Indonesia selaku anggota DK PBB telah meratifikasi beberapa
perjanjiam internasional berkaitan dengan HAM " meskipun demikian tidak semua norma atau
pringsip yang anut dalam HAM internasional dapat diterima dan diterapkan secara mutlak,
tentunya terhadap norma tersebut harus dilakukan penyesuaian dengan kondisi keadaan
kehidupan berbangsa dengan tetap menjunjung tinggi nilai universal HAM (Jendela et al.,
2017)

Memang pada principnya nilai HAmeM bersifat universal dan indivisibel telah dakui
oleh Negara, sehingga terhadap pengakuan tersebut menimbukkan dampak konsekwensi
hukum diNegara Indonesia sehingga perlu dilakukam penyelaraskan serta pengharmonisasian
segala product hukum baik berupa peraturan atau kebijakan dengan selalu mengakoodir aspek
H.A M didalamnya. Hal tersebut merupakan bentuk komitemen pemerintah untuk penjaminan
serta penegakan hukum HAM, namun dalam implematasi serta relisasi nilai luhur HAM masih
banyak catatan. Salah satunya bentuk pelarangan terhadap Perkawinan Beda Agama, dan atas
pelarangan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan diskriminasi, yang tidak
selaras dengan cita-cita luhur penegakan HAM, karena pada dasarnya kehendak bebas dari
kedua calon mempelai untuk membangun sebuah keluarga, telah dilandasi dengan cinta dan
ﬁ\t yang mulia. Pelarangan terhadap perkaiwana semacam itu dapat dikategorikan sebagai
bentuk pelanggaraﬁHAM yang dilakukan oleh Negara terhadap warganya.

Dalam Ps.28E ayat(1) dan Ps.29 ayat(2) UUD, konstitusi negara mengamanatkan
dengan tegas bahwa setiap warga negara diberi kebebasan hak unutk menjalankan ibadat serta

ajaran agama dan aliran kepercayaan masing-masing, apabila dicermati pada dasarnua

7 SlametMarta Wardoyoa, HakAsasiManusia (HAM). Hakekat Konsep,danlmplikasinya DalamPerspektif
HukumdanMasyarakat, (Bandung:PT .RafikaAditama, 2005), hl 6
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kebebasan beragama masuk pada ranah hukum private, sehingga fungsi negara hanya pada
tahapan administrasi yakni mengenai pencatatan perkawinan. Kebebasanberagama juga bisa
dimaknai sebagai tidak boleh adanya turut campur atau intervensi dari luar perihal masalah-
masalah personal keagamaan meskipun dari Negara sendiri. Sehingga secara filosofi dengan
pengarturan hukum perkawinan nasional yang menjadikan hukum agama secara dominan
sebagai ruh dan spiritnya adalah kurang tepat.

Dalam Ps.10 ayat (2) UU H.A M secara tegas dinyatakan yang menjadi prinsip utama
dalam pelaksanaan perkawinan sah hanya bisa langsungkan atas kehendak bebas dari kedua
pihak tanpa paksaan atau diskriminasi. Adapun maksud dari “atas kehendak bebas™ ialah
kemauan yang timbul dari niat suci ingin hidup bersama, tanpa adanya kekangngan atau tekanan
dalam bentuk apapun terhadap kedua calon mempelai. Sehingga dapat disimpulkan UU HAM
memandang sebuah perkawinan merupakan urusan pribadi dan termasuk dalam ranah hukum
privat sehingga ketentuan Agama dan kepercayaan hanya sebagai peleﬁkap sebuah ritual.

adapun pelaksanaan pernikahan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, yang
berlaku sekarang, memiliki konsepsi yang berbeda dengan UU H.A M karnena perkawinan
hanya bisa dilakukan menurut ketentiuan dari agama masing masing, dan tidak dimungkinkan
untuk diluar itu, selain itu juga ada kewajiban untuk mencatatlw perkawinannya tersebut pada
kantor pencatat perkawinan. Artinya, antara calon mempelai pria dan mempelai wanita yang
berbeda agama tidak boleh dilakukan perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia.
Sementara dalam Ps.3 ayat (3) UU H.A .M dinyatakan bahwa perlindungan HAM dan hak dasar
berupa kebebasan melaksanakan perkawinan atas kehendak bebas telahdijamin UU
tanpaadanya perbedaan, Penolakan pegawai pencatat nikah terhadap permohonan Kawin Beda
Agama merupakan pelanggaran karena melakukan sebuah tindakan diskriminasi terhadap
warga negara Indonesaia, apalagi hal tersebut bukan berdasarkan ketentuan UU Perkawinan
dan hanya atas latar belakang ketentuan agama, padahal Hak berkeluarga adalah hak dasar yang
harus selalu di hormati dan dijamin oleh Negara demi keadilan bagai seluruh rakyat Indonesia.

Dilain sisi, kentuan dalam UU Perkawinan tidak terdapat sebuah larangan secara tegas
perihal pelaksanaan pernikahan beda agama. seandainya pelaksanaan Kawin Beda Agama
dilarang oleh UU Perkawianan, seharusnya norma larangan harus tegas dan jelas termaktub
dalam UU. Sedangan posisi hukum agama hanya sebagai sumber Hukum dan kaedah yang

diambil nilai-nilainya dalam pembentukan hukum positif nasional. Maka dari itu, ketentuan
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agama yang bersifat kaidah dan parsial tidak dapat diberlakukan secara langsung sebagai
hukum yang berlaku, karena pada dasarnya sebuah aturan berlaku untuk umum.

Selain tidak dinyatakan dengan larangan secara tegas terhadap Kawin Beda Agama,
senyatanya Ps. 57 UU Perkawinan masih mengatur perihal perkawinancampuran, dan hanya
mengakui pernikahan yang dilaksanakan orang yang beda kewarganegaran dan salah satunya
orang Indonesia, manakala Kawin Beda Agama dilakukan oleh warga negara indonesia yang
dilangsung diluar negeri, berdasarkan Ps. 56 UU Perkawinan tetap dianggap sah dan hal
tersebut dimungkinkan untuk pencatatan atas peristiwa perkawinan tersebut. Dan pencatatan
Kawin BedaAgama yang dilaksanakan di luarnegeri merupakan bentuk pengakuan negara.
Sedangkan terhadap pelaksanaan Kawin Beda Agama yang dilakukan di dalam negeri
mendwtkan perlakuan berbeda, hal ini merupakan bentuk nyata dari perbuatan diskriminasi
serta tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Bila warga negara sendiri tidak
diperbolehkan untuk melakukan Kawin Beda Agama tentuakan muncul pertanyaan mengapa
perkawinan campuran atau perekawina diluar negeri dibolehkan dan diakui keabsahannya oleh
negara.

Sementara UU H.AM hanya memuat ketentuan yang bersifat umum tidak
mencantumkan ketentuan yang bersifat prakatis atau mekanisme pelaksanaan suatu tindakan.
Sebagaimanapenjelasan pada Ps.10ayat(1) UUH.AM yang hanya menyataan perkawina sah
hanya berdasarkan peraturan perudangan-undangan. Artinya UU Ham sendiri menyatakan
sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undagan yang berlaku.

Pernikahan sebagai suatu ikatan bathin yang suci, tidak seharunya dibatasi hanya
berdasarkam perbedaan keyakinan beragama. Dan pelarangan atau penolakan atas pencatatan
peristiwa perkawinan Beda Agama yang dilakukan dalam negeri, merupakan bentuk campur
tangan Negara dalam mengatur permasalan atau urusan pribadi. Karena saat ini, peradaban
manusia telah berkembang dan banyak yang berpandangan bahwa Negara tidak terlalu ikut
mengintervensi hak sipil yang bersifat private serta kebebasan dalam menjalini kehidupan
beragama dilndonesia, selanjutnya merupakan tugas Negara yang hanya bersifat admintrasi
dengan melakukan pencatatan terhadap segalaperistiwa hukum yang terjadi atau dialami oleh
warga negara termasuk didalamnya perkawinan Beda Agama.

Dapat disimpulakan denngan jelas, tenyata terdapat perbedaann dalam konsep
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pengaturan perkawinan antara UU Perkawinan dengan UU H.A.M., dimana dalam UU
Perkawinan lebih mengutamakan aspek hukum agama bahkan terkesan begitu dominan dalam
menentukan keabsahan suatu pernikahan, sedangkan menurut UU H.AM lebih
mengedepankan factor kehedak bebas dan tanpa diskriminasi dalam pengaturan perkawinan.
Dan apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Kawin BedaAgama seharusnya pemaknaan
perkawinan campuran harus dikembalikan kepada maksud dan definisi pada Ps.G.HR,
sehingga persoalan dan perdebatan pelaksanaan Kawin BedaAgama di Masyarakat dapat
teratasi.

Kekuata berlakunya suatu hukumtidak semata mata dilihatd ari aspekyuridis saja,
namun perlujuga ditinjau dari aspel lainnya yaitusosiologis serta nilaifilosofisnya.'* menurut
padangan sosiologi hukum, dengan tidak diaturnya pelaksanaan Kawin BedaAgama sehingga
masyrakat menempuh jalan lain berupa penyelundupan hukum, berupa : berpura-pura tunduk
dan masuk menjadi bagian salah satu pasangan, ada juga yang melakukan pernikahan diluar
negeri, selanjutnya mendaftarkan pada kantor catatat sipil, namun ada pula yang melakukan
ritual perkawinan sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pasangan
dan beberapa juga mengajukan permohonan pencatatan kawinan beda agama ke Pengadilan.
(Konsuler, 2009)

Kenyataan praktek di masyarakat, meskipun kedua calon mempelai telah
melangsungkan perkawianan beda agama di luar negeri, atau melakukan pekawinan beda
agama berdasarkan penetapan pengadilan, masih juga terkendala ketika bermohon pendaftaran
maupun pencatatan Kawin BedaAgama, khususnya di KUA. Karena tidak semua pegawai
pelaksana pencatatan perkawianan paham dan mengerti pengaturan Kawin Beda Agama,
sehingga ketika menemui fenomena tersebut langsung beranggapan sebagai larangan untuk
melangsungkan atau melakukan pencatatan atas peristiwa hukum Kawin Beda Agama. Hal
tersebut dikarenakan kebanyakan masyrakat memahami perkawinan merupakan bagian dari
hukum agama'* sehingga apabila di tinjau dari prespektif HAM pengaturan perkawinan dalam
hukum positif yang didominanasi oleh ketentuan hukum agama sangat tidak sesuai dengan
spirit nilai-nilai HAM yakni menjunjung tinggi kebebasan mendapatkan hak dasar serta
perlakuan sama dihadapan hukum yang nondiskriminasi.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian

hukum, maka dalam menafsirkan dan menginterpertasikan pasal atau aturan tidak boleh sempit
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atau tektual, namun juga harus berdasarkan konteks kehidupan bangsa yang majemuk.
Sehingga peraturan pernudang-undangan dapat menjawab tuntutan zaman dan problema yang
dihadapi masyarakat. karena cita-cita dari sebuah negara hokum adalah keadilan bagi seluruh
rakyat indonesia. Adapun yang menjadi tujuanfundamental daripembangunan hukumadalah
mensejahterakan kehidupan masyarakat yang adil dan beradab. Dan salah satu wujud keadilan
adalah negara hadir dalam pengaturan Kawin BedaAgama dan juga memberikan kepastian yang
sama perihal keabsahan peristiwa pernikahannya dalam catatan administrasi sipil.

Secara yuridis, karena UU Perkawinan tidakmelarang adanya kawinan bedaagama.
Dengan kekosongan hukum tersebut diberikan keleluasan kepada penyelenggara negara dan
pengadilan untuk mengambil kebijakan dengan memperhatikan aspek hukum HAM

Secarasosiologies, dengan kemajemukan dan bekembangnya tingkat peradaban bangsa
Indonesia, senyatanya masyarakat sudah mulai mau menerima dan memahami Kawin Beda
Agama, dan selama ini tidak terjadi konflik yang serius di masyarakat.

Secarafilosofis, kebebasan menuntukan hak melakukan perkawinan dan kebebasan
beragama seharusnya harmonis karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai-nilai utama

dari penengakan HAM di Indonesia

ITI . Kesimpulan

Sebagaimana uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan pelaksanaan Kawin Beda
Agama dilndonesia terkesan dipersulit, namun senyatanya penyebab kerancuan dalam
pelaksanan pelaksanaan perkawina beda agama tidak terletak pada regulasi atau peraturan yang
belaku. Hambatan besarnya terletak pada pemahaman dan serta tidak maunya pegawai pada
tataran pelaksana untuk menginterpretasi hukum sesuai dengan aspek HAM dan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Dan merupakam tugas dari Negara untuk dapat meberikan jaminan
kepastian hukum bagi warganya, salah satunya dengan melakukan harmoniasasi terhadap
peraturan perundangUndangan, sehingga dalam proses pelaksanaan kawian beda agama
beberapa orang melakukan penyeleundupan hukum dapat dihindari karena negara telah hadir
menyelesaikan problem yang dihadapi pelaku kawin beda agama terkait keabsahan status
hukumnya.

Dengan diakuinya pelaksanaan kawin beda agama oleh Negara, dalam bentuk

pencatatan merupakan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan negara terhadap warganya
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dan sehingga secara tidak langsung ikut mengurangi stigma negatef di masyarakat, dan
sekaligus merupakan pembelajaran guna menjiwai hak dasar yang seharus selalu melekat pada

diri manusia
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